
BUPATI ENREKANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 
PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOM OR z O 'f,3,,t-lU ti- ;;z.o 17 

TENT ANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI KEUANGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian 

laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Daerah dan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berdasarkan 

ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam Sistem 

Pengendalian Intern harus diciptakan prosedur rekonsiliasi 

antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data 

transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara 

Umum Negara/Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Enrekang; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822) 
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( 12) SP3S diberikan kepada entitas akuntansi PPKD atau entitas akuntansi 

OPD jika telah melaksanakan rekonsiliasi setelah terbit SP2S dibuktikan 

dengan diterbitkan berita acara basil rekonsiliasi teransaksi keuangan. 

(13) Format SP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

mi. 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabu aten Enrekang. 

Ditetapk di Enrekang 
gal 13 OUl1 8-0t 7 
ENREKANG,Ci r" 

ENREKANG, 

Diundangkan di E ekang 
pad a tang oo Li 'ie» 7 
SEKR IS DAERAH KABUPATEN 

CHAIRUL LATANRO 

SERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 7.017 NOMOR 'l- 0 
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VI.Format Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi 

(SP3S) 

Kap Surat 

Nomor 

Sifat Segera 

Hal Surat Pemberitahuan Pencabutan 

Pengenaan Sanksi (SP3S) 

Yth. Kepala (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

Tanggal/bulan/ tahun 

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Nomor : 

............. tanggal , dan dengan telah dipenuhinya kewajiban melaksanakan 

rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh OPD Saudara 

dibuktikan dengan Serita Acara Rekonsiliasi Nomor tanggal , dengan 

ini diberiahukan bahwa sanksi penundaan penerbitan SP2D sesuai dengan SPM 

yang Saudara ajukan dicabut. 

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan 

terima kasih. 

Bendahara Umum Daerah 

( ) 

NIP: . 

Tembusan: 

1. Yth. Bpk Bupati Kab. Enrekang 

2. Yth Sekretaris Daerah Kab. Enrekang 

3. Yth. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Enrekang 

d--BUPATI 


